DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)

Tahun Sidang : 2014 -2015

Masa Sidang %

Rapat . Ke-

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Hari/Tanggal . Selasa, 9 Juni 2015

Sifat . Terbuka

Pukul : 13.45WIBs.d 17.30 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR Rl

Acara . Pembahasan RKP Tahun 2016 dan pembicaraan pendahuluan
RAPBN Tahun Anggaran 2016 Kementerian/Lembaga Mitra
Kerja Komisi V DPR RI.

Ketua Rapat Ir. Fary Djemy Francis, M.MA

Sekretaris Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra . Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari ini untuk pembahasan RKP
Tahun 2016 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016
Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1.

Komisi V DPR RI memahami pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Tanggal 15 April 2015 No. S-288/MK.02/2015 dan No. 0082/M.PPN/04/2015 Tentang
Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi sebesar Rp. 8,014 Triliun.

Komisi V DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 15,775 Triliun yang terdiri dari:

(dalam triliun rupiah)

USULAN TAMBAHAN
NO. PEMANFAATAN ANGGARAN
1. | Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
khususnya desa-desa tertinggal, sangat tertinggal di 8.300
perbatasan dan daerah-daerah tertinggal, pulau terluar dan ’
terpencil.
2. | Pemberdayaan Desa 3,715
3. | Persebaran penduduk melalui pengembangan kawasan 3760
transmigrasi ’

Selanjutnya Komisi V DPR RI akan mendalami usulan tambahan anggaran tersebut (sesuai bahan
presentasi Menteri), dan akan ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran untuk unit organisasi,
fungsi, dan program masing-masing Eselon | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 berdasarkan saran dan usulan Komisi V
DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 9 Juni 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, KETUA RAPAT,
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MARWAN JA’FAR FARY DJEMY FRANCIS




